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BAB 5 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang sudah ditetapkankan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Berikut merupakan kesimpulan 

yang dapat diperoleh dari hasil pengolahan data dan analisis pada bangunan gedung 

RSJP Paramarta terhadap aspek kemudahan bangunan gedung untuk memenuhi 

persyaratan sertifikat laik fungsi : 

1. Parameter untuk penilaian terhadap aspek kemudahan bangunan gedung ini 

diidentifikasi lagi agar lebih sesuai dan valid. Komponen pada penelitian ini 

yang di identifikasi ulang adalah pintu, koridor, selasar, jalur kendaraan, 

jalur lingkungan, jalur pedestrian, tangga, lift, ramp, toilet, tempat parkir, 

ruang ibadah, ruang laktasi, dan meja informasi. Setelah dilakukan 

identifikasi parameter dilakukan pembobotan, bobot untuk hubungan 

horizontal adalah sebesar 27,6% dan untuk komponen yang memiliki bobot 

tertinggi adalah pintu yaitu sebesar 21,6% , bobot untuk hubungan vertikal 

adalah sebesar 37,3% dan untuk komponen yang memiliki bobot tertinggi 

adalah lift yaitu sebesar 63,9% serta bobot untuk kelengkapan sarana dan 

prasarana adalah sebesar 25,1% dan komponen yang memiliki bobot 

tertinggi adalah toilet yaitu sebesar 31,9%. Bobot tersebut akan digunakan 

untuk melakukan penilaian bangunan gedung RSJP Paramarta terhadap 

aspek kemudahan bangunan gedung. 

2. Hasil analisis penilaian terhadap aspek kemudahan bangunan gedung pada 

RSJP Paramarta adalah 76,75%, sehingga bangunan gedung RSJP 

Paramarta dapat dikatakan memenuhi persyaratan kemudahan bangunan 

gedung namun masih dikatakan kurang andal karena berada diantara nilai 

75% - 95% sehingga perlu diberikan rekomendasi untuk bangunan gedung 

RSJP Paramarta Kota Bandung. 
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3. Rekomendasi yang diberikan untuk menyempurnakan pemenuhan 

persyaratan kemudahan bangunan gedung pada RSJP Paramarta adalah 

sebagai berikut : 

a. Hubungan Horizontal 

Pada hubungan horizontal dapat melakukan perubahan warna pintu 

pada pintu darurat menjadi warna merah, menambahkan penanda arah 

pada koridor dan selasar. 

b. Hubungan Vertikal 

Pada hubungan vertikal dapat melakukan perubahan untuk dibuat 

lebih rendah tinggi rel pegangannya dan menambahkan huruf braile pada 

panel tombol lift. 

c. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

Pada kelengkapan sarana dan prasarana dapat melakukan 

penambahan tempat parkir khusus penyandang disabilitas, penambahan 

penyekat antara laki laki dan perempuan pada ruang ibadah, dan 

menambahkan dispenser pada ruang laktasi. 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi agar lebih sempurna. Saran 

untuk penelitian selanjutnya yaitu parameter yang digunakan dapat dikembangkan 

lagi sehingga penilaian pada setiap komponen dapat dilakukan dengan detail. 

Kategori yang dapat dikembangkan lagi adalah jalur kendaraan, jalur lingkungan, 

jalur pedestrian, ruang laktasi dan meja informasi. Selain itu pada bagian 

pembobotan juga dapat menggunakan responden yang lebih banyak agar bobot 

yang digunakan lebih akurat.
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